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WALI KOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997
tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat II Tarakan,;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab
Keuangan Negara,

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017
tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;




20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 20109;

22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 24 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019;

23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun
2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019 terdiri atas:
a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 73.230.451.032,82
2. Dana Perimbangan Rp 817.186.103.115,74
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp  30.305.098.862,80 +
Jumlah Pendapatan Rp 920.721.653.011,36
b. Belanja
1. Belanja Tidak Langsung:
a) Belanja Pegawai Rp 353.538.817.595,77
b) Belanja Bunga Rp 0,00
c) Belanja Subsidi Rp 0,00
d) Belanja Hibah Rp 14.337.714.647,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp 3.101.738.642,00
f) Belanja Bagi Hasil Rp 0,00
g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 898.768.224,00
h) Belanja Tidak Terduga Rp 299.824.170,00 +

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 372.176.863.278,77

2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai Rp 1.237.756.500,00
b) Belanja Barang dan Jasa Rp 225.042.639.592,43
c) Belanja Modal Rp 165.236.270.451,11 +

Jumlah Belanja Langsung Rp 391.516.666.543,54

Jumlah Belanja Rp 763.693.529.822,31
Surplus/(Defisit) Rp 157.028.123.189,05




c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp 9.802.580.743,38

2. Pengeluaran Rp 5.999.000.000,00 _
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 3.803.580.743,38
Sisa Lebih Pembiayaan Rp160.831.703.932,43

Anggaran/SILPA Tahun Berkenaan

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 24 Agustus 2020

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 24 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

=t

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 328

No Nama Jabatan Pagaf
1; A. Hamid, S.E. Sekretaris Daerah 7
2. H. Suparlan, S.T., M.T. Plt. Asisten Administrai Umum
3. Khaerun Umam, S.H., M.H. Kabag Hukum (/;Z,
4. V Kustriansyah, S.E. Kepala BPKAD 1
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